PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 58 TAHUN 2008
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ANTARA PEMERI NTAH
REPUBLI K | NDONESI A DAN PEMERI NTAH REPUBLI K | SLAM PAKI STAN
TENTANG KEM TRAAN EKONOM KOWPREHENSI F ( FRAVEWWORK
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMVENT OF THE REPUBLI C
OF | NDONESI A AND THE GOVERNMENT OF THE | SLAM C
REPUBLI C OF PAKI STAN ON COMPREHENSI VE
ECONOM C PARTNERSHI P)

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni mbang :
a. bahwa di |Islamabad, Pakistan tanggal 24 Novenber 2005
Peneri nt ah Republ i k I ndonesi a tel ah nmenandat angani

Persetujuan Kerangka Kerja antara Penerintah Republik
| ndonesia dan Penerintah Republik |Islam Pakistan tentang
Kem traan Ekonom Konprehensif (Framework Agreenment between
the Governnent of the Republic of |Indonesia and the
Gover nnent of the Islamc Republic of Paki stan on
Conpr ehensi ve Econom ¢ Partnershi p) sebagai hasil perundi ngan
antara Del egasi-del egasi Penerintah Republik Indonesia dan
Penerintah Republik |slam Paki stan;

b. bahwa berdasarkan pertinbangan sebagai mana di maksud pada
huruf a, perlu nmengesahkan Persetujuan tersebut dengan
Per at uran Presi den;

Mengi ngat

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara
Republ i k I ndonesi a Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nonmor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
| nt er nasi onal (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 2000
Nonor 185, Tanmbahan Lenbaran Negara Republi k |ndonesia Nonor
4012);

VEMUTUSKAN:

Menet apkan :

PERATURAN PRESI DEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA
ANTARA PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A DAN PEMERI NTAH REPUBLI K | SLAM
PAKI STAN TENTANG KEM TRAAN EKONOM KOWVPREHENSI F  ( FRAVEWORK
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNVENT OF THE REPUBLI C OF | NDONESI A AND
THE GOVERNMENT OF THE |ISLAMC REPUBLIC OF PAKISTAN ON
COVPREHENSI VE ECONOM C PARTNERSHI P) .

Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan Kerangka Kerja antara Penerintah Republik

| ndonesi a dan Penerintah Republik |slam Pakistan tentang Kem traan
Ekonom Konprehensif (Framework Agreenent between the Governnent



of the Republic of Indonesia and the Governnent of the Islamc
Republ ic of Pakistan on Conprehensive Econom c Partnership) yang
tel ah ditandat angani pada tanggal 24 Novenber 2005 di | sl anmabad,
Paki stan sebagai hasi | perundi ngan antara Del egasi - del egasi
Penerintah Republik Indonesia dan Republik Islam Pakistan, yang
naskah aslinya dalam Bahasa |Indonesia dan Bahasa Inggris
sebagai mana terlanpir, yang nerupakan bagian yang tidak
t er pi sahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan
dal am Bahasa |ndonesia dan Bahasa Inggris sebagai mana di maksud
dal am Pasal 1, yang berlaku adal ah naskah aslinya dalam Bahasa
| nggri s.

Pasal 3
Peraturan Presiden ini mnulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang nengetahuinya, nmener i nt ahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penenpatannya dal am Lenbaran Negara
Republ i k | ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Agustus 2008

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

ttd,

DR H SUSI LO BAMBANG YUDHOYONO
D undangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSI A
REPUBLI K | NDONESI A,

ttd,
ANDI NMATTALATTA
LEVMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 2008 NOMOR 126.

PERSETUJUAN KERANGKA KERJA

ANTARA
PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A
DAN
PEMERI NTAH REPUBLI K | SLAM PAKI STAN
TENTANG

KEM TRAAN EKONOM KOVPREHENSI F
PEMBUKAAN

Penerintah Republik Indonesia dan Penerintah Republik |slam
Paki stan (dalam Persetujuan ini selanjutnya secara individual



di sebut sebagai "Pi hak" dan secara bersanma-sama di sebut sebaga
"Para Pi hak")

MENG NGAT Pernyataan Bersama antara Menteri Perindustrian dan
Per dagangan Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan Republik
| slam Paki stan yang ditandatangani pada 21 Agustus 2003 di
| sl amabad, yang nencantunkan bahwa Para Pihak sepakat untuk
menul ai proses penbentukan Kenmitraan Ekonom Konprehensif (KEK)
(Conpr ehensi ve Econom ¢ Partnership/ CEP) yang pada ujungnya
mengar ah kepada suatu Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade
Agr eenent / FTA),

MENI MBANG Persetujuan Perdagangan antara Penerintah Republik

| ndonesi a dan Peneri nt ah Republ i k I slam  Paki st an yang
di t andat angani pada tanggal 16 Desenber 2003 di |slamabad yang
menekankan kenbal i penti ngnya rmnenul ai penbent ukan Kem traan

Ekonom Konprehensif (Conprehensi ve Econom ¢ Partnershi p/ CEP) yang
pada uj ungnya nengarah kepada Perj anjian Perdagangan Bebas.

BERHASRAT untuk nenyepakati suatu Persetujuan Kerangka Kerja
mengenai Kem traan Ekonom Konprehensif (CEP | ndonesi a-Paki stan)
di antara Para Pihak (Persetujuan ini) yang berwawasan ke depan
dal am rangka nenbent uk hubungan ekonom yang |ebih erat pada abad
ke- 21,

BERHASRAT untuk mengurangi hanbat an- hanbatan dan neni ngkat kan
hubungan- hubungan ekonom menur unkan bi aya, meni ngkat kan
perdagangan dan investasi, meni ngkat kan  efi si ensi ekonom ,
nmenci pt akan pasar yang |ebih besar dengan kesenpatan dan skal a
ekonom vyang |ebih luas untuk kegi atan usaha dari Para Pi hak, dan
meni ngkat kan daya tarik Para Pihak pada nodal dan keahlian dal am
rangka menpererat hubungan ekonom antara kedua negar a,

MELI HAT pentingnya peran dan sunbangan Sektor usaha dal am
meni gkat kan perdagangan dan investasi antara kedua negara dan
kebut uhan unt uk nmengenbangkan dan nmenfasilitasi kerjasama nereka
dan pemanfaatan kesenpatan usaha | ebi h besar yang di beri kan ol eh
Per set uj uan ini,

MENEGASKAN hak, kewaji ban dan tanggung jawab masing-masing pihak
di bawah Wrld Trade Oganization (WO, dan perjanjian-perjanjian
dan pengat uran-pengaturan nultil ateral, reglonal dan bil ateral,

MENGAKUI bahwa pengat uran- pengat uran perdagangan bil ateral dapat
menyunbang bagi peningkatan |iberalisasi regional dan global, dan
pengat ur an- pengat uran tersebut merupakan suatu sendi-sendi dal am
kerangka kerja sistem perdagangan nultil ateral

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERI KUT :

Pasal 1
Tuj uan

Tuj uan Persetujuan ini adal ah untuk :



Menper kuat dan neni ngkat kan kerjasama di bidang ekonom,
per dagangan dan investasi antara |Indonesia dan Paki st an.

Meni ngkat kan daya sai ng | ndonesi a dan Paki stan di pasar dunia
mel al ui penguat an hubungan dan kem traan

Secara progresif nenbebaskan dan nenmaj ukan perdagangan barang
dan jasa, dan nenciptakan rezim investasi yang transparan,
i beral dan nudah; dan

Menggal i bi dang- bi dang baru dan nmengenbangkan | angkah-| angkah
yang tepat guna Kkerjasama ekonom yang lebih erat antara
| ndonesi a dan Paki st an.

Pasal 2
Def i ni si

Unt uk keperl uan Persetujuan ini

1.
2.

Par a

"Tarif' berarti bea masuk yang di masukkan di dal am ket ent uan
nasi onal Para Pi hak.

"Para tarif' berarti ongkos-ongkos dan biaya di perbatasan di
luar tarif yang ditetapkan pada transaksi perdagangan | uar
negeri, yang nenpunyai efek seperti suatu tarif, yang
di kenakan pada i npor tetapi bukan paj ak- paj ak dan biaya tidak
| angsung, yang di kenakan dengan cara yang sama seperti pada
produk donesti k. Biaya inpor yang berhubungan dengan
| asa-j asa khusus, tidak di pandang sebagai bentuk Para tarif.

" Hanbat an- Hanbat an Non- Tari f berarti setiap | angkah

peraturan atau praktek selain Tarif dan Para Tarif, yang
ef eknya nenghanbat inpor atau secara nyata nengganggu
per dagangan antara Para Pi hak.

"Produk” berarti senua produk termasuk manufaktur dan
konoditas dalam bentuk nentah, bentuk setengah jadi dan
barang j adi .

"WO' berarti Organisasi Perdagangan Dunia (Wrld Trade
Organi zation) yang di bentuk di bawah Perjanjian Mrakesh di
bawah Perjanjian Unum Tentang Tarif dan Perdagangan (Genera

Agreenent on Tariff and Trade/ GATT).

"Perl akuan Prefensi” berarti setiap konsesi hak istinmewa yang
di beri kan oleh salah satu pihak di bawah Persetujuan ini
mel al ui pengurangan terhadap pengedaran barang.

"Komte" berarti Komte Bersama (Joint Conmittee) nmerujuk
pada Pasal 11

Pasal 3
Prinsip Dasar

Pi hak akan tunduk pada prinsip-prinsip sebagai berikut
Persetujuan ini akan nencakup berbagai sektor vyang |uas
dengan fokus pada kerjasana dan kegiatan fasilitasi dan
|'i berali sasi, dengan  nengi ngat prinsip tinbal bal i k,
transparansi dan keuntungan bersama bagi Negara Anggot a;

Feksi bilitas akan di beri kan untuk menangani produk-produk dan
sektor-sektor sensitif dinmasing-nmasing negara;

Kerjasanma tekni s dan program pengenbangan sunber daya nanusi a
j uga tercakup; dan

Persetujuan ini harus konsisten dengan Kketentuan-ketentuan



Perjanjian WO,

Pasal 4
Langkah untuk Kerjasama Kem traan
Ekonom Konpr ehensi f

Para Pi hak sepakat untuk berunding secara dinam s dengan naksud
mewuj udkan Kemi traan Ekonom Konprehensif | ndonesi a- Paki stan, yang
akan di capai nel al ui pengenbangan | angkah-| angkah unt uk :

1. Bi dang kerjasanma ekonom , dinuat dal am Pasal 5;
2. Persetujuan Preferensi Per dagangan (Preferenti al Tr ade
Agr eenent/ PTA) , dinuat dal am Pasal 6; dan
3. Li beral i sasi Per dagangan Bar ang, Per dagangan Jasa, dan
| nvest asi dal am Kerangka Kerja FTA di nasa depan, dinmuat dal am
Pasal 7.
Pasal 5

Kerj asana Bi dang Ekonomi

Para Pi hak setuju untuk nenperkuat Kkerjasama di berbagai bidang
beri kut, termasuk, nanun tidak hanya terbatas sepanjang dapat

di penuhi
1. Fasilitasi Perdagangan :
a. St andar dan penil ai an penyesuai an,
b. kepabeanan,
C. penbi ayaan perdagangan,
d. fasilitasi visa kunjungan usaha dan w suda
2. Sektor Kerjasama :
a. pertani an,
b kehut anan
c peri kanan,
d i ndustri manufaktur termasuk Usaha Kecil dan Menengah,
e j asa,
f pert anbangan dan energi,
g. transportasi dan prasarana.
3. Pronosi Dagang
a. paneran dan eksi bi si,
b. di al og sektor usaha, dan
C. pertukaran informasi, dan

4. Kerj asana | nvestasi .

Pasal 6
Per set uj uan Preferensi Perdagangan
(PTA) Barang

Dal am rangka nenbentuk suatu Persetujuan Preferensi Perdagangan

Barang, Para Pi hak setuju untuk nel akukan perundi ngan, nanun tidak

hanya terbatas pada hal - hal beri kut

1. Pengurangan tarif secara progresif dan penghapusan hanbat an
non-tarif untuk perdagangan barang yang akan ditentukan ol eh
masi ng- masi ng Pi hak;

2. Produk/ konoditas (marnufaktur dan pertanian) atas dasar
sal i ng nmengunt ungkan akan di atur di bawah CEP sebagai | angkah
awal ;



